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 MOTTO 
 
 
- Tak ada seorangpun yang bisa dikalahkan oleh nasib kecuali kalau ia 
sendiri menerima nasibnya itu sebagai kekalahan. 
 
 
- Manusia itu dapat menggali emas jauh lebih banyak lagi dari dalam 
sumber pikirannya daripada menggalinya dari dalam perut bumi. 
 
 
- Sukses itu hanya datang kepada orang yang memiliki kesadaran, bahwa 
segala-galanya itu “bisa terjadi”. Yang berpikir “tidak mungkin” akan 
mengalami kegagalan dalam usahanya. 
 
 
- Kemiskinan maupun kekayaan itu bersumber dari jalan pikiran kita 
sendiri. 
 
 
- Dengan ilmu pengetahuan hidup kita akan gampang, dengan agama 
hidup kita akan tenang. 
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 ABSTRACT 
 
Name : TJAHJO SURJONO SIGIT 
Title : THE CONTROL AND UTILISATION OF LAND RIGHT FOR 
BUILDING AND FARM IN CENTRAL JAVA (An Analysis Study 
on the Abandoned Land) 
 
Land abandonment must be prevented and be controlled to decrease and 
abolish its negative effects. Therefore, prevention, control, and utilization of the 
abandoned land become the important requirement to implement the national 
development programmers, particularly in the fields of agriculture which are 
stated in the 1945 Constitution (article 33 verse 3), the Basic Rules of Agriculture, 
The Government Regulation number 11 of the year 2010 on the control and 
utilization of the abandoned land, as well as the long-term national development 
plan.The problem which appears in Central Java is the increasing number of 
business farm rights that are actually identified as the abandoned lands required to 
be controlled.The objective of the research is to know how the implementation of 
controlling is conducted, the existing obstacles, and the controlling model that is 
related to the implementation, control and land utilization identified as the 
abandoned land in Central Java.The subjects of the research are the Form of 
Kandangan, in the District of Bawen, Semarang Regency, the Farm of Susukan, in 
the District of Susukan, Kendal Regency, the Farm Department of Central Java 
and Kanwil BPN of Central Java.The method of the research is explained through 
the design of the research, the approach used, the data sources, the method of 
collecting the data and the technique of analyzing the data.The results of the 
research reveal that the implementation of the Government Regulation number 11 
of the year 2010 has not yet been optimum, the have been some obstacles such as 
the Constitution overlapping, different perceptions on the abandoned land 
interpretation, land disputes and plundering by the people. 
Key word: abandoned land, control, usefulness 
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 ABSTRAK 
 
Name : TJAHJO SURJONO SIGIT 
Title : PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH HAK GUNA 
USAHA (HGU) PERKEBUNAN DI JAWA TENGAH (Studi 
Analisis terhadap Tanah Terlantar) 
 
Penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau 
menghapus dampak negatifnya. Oleh sebab itu pencegahan, penertiban, dan 
pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah prasyarat penting untuk 
menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang 
agrarian yang telah diamanatkan oleh UUD 45 (Pasal 33 ayat 3), Peraturan Dasar 
Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Rencana Pembangunan 
Nasional Jangka Panjang.Masalah yang ada di Jawa Tengah adalah masih 
bertambahnya Hak Guna Usaha (Perkebunan) yang teridentifikasi sebagai tanah 
yan diterlantarkan yang perlu ditertipkan.Tujuan Penelitian adalah untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturan, kendala-kendala yang ada, serta 
model pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, penertiban dan 
pendayagunaan tanah teridentifikasi terlantar di Jawa Tengah.Tempat penelitian di 
Perkebunan Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Perkebunan 
Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Kendal, Dinas Perkebunan Provinsi 
Jawa Tengah dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.Metode yang digunakan 
dalam penelitian dipaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang 
digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.Hasil 
penelitian terungkap bahwa pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2010 belum optimal, 
masih terdapat kendala-kendala antara lain masih adanya mekanisme 
panjang/lama, kontradiksi normatif, terdapat perbedaan persepsi tentang 
pengertian tanah terlantar dan adanya sengketa (okupasi/penjarahan) tanah oleh 
masyarakat. 
Kata kunci: Tanah Terlantar, Tertib, Manfaat. 
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